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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis
1. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS)
a. Pengertian BPJS
Jaminan Kesehatan Nasional adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehtaan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Bahkan, jaminan kesehatan ini juga berlaku bagi orang asing (WNA) yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia dan telah membayar iuran. Kepesertaan jaminan kesehatan bersifat wajib dan dilakukan secara bertahap, sehingga mencakup seluruh penduduk (Tim Visi Yustisia, 2014).
a) Asuransi sosial merupakan mekanisme pengumpulan iuran yang bersifat wajib dari peserta, guna memberikan perlindungan kepada peserta atas risiko sosial ekonomi yang menimpa mereka dan atau anggota keluarganya (UU SJSN No.40 tahun 2004).
b) Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah tata cara penyelenggaraan program Jaminan Sosial oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. 
c) Jaminan Sosial adalah bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
Kebijakan pembangunan kesehatan tahun 2015-2019 difokuskan pada penguatan upaya kesehatan dasar (primary helath care) yang berkualitas terutama melalui peningkatan jaminan kesehatan,peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehata dan peningkatan pembiayaan kesehatan. Kartu Indonesia Sehat menjadi salah satu sarana utama dalam mendorong reformasi sektor kesehatan dalam mencapai kesehatan yang optimal, termasu penguatan upaya promotif dan preventif.
b. Ketentuan Umum BPJS Kesehatan
Adapun ketentuan umum badan penyelenggara jaminan sosial dalam Jaminan Kesehatan Naisonal (Tim Visi Yustisia, 2014) adalah :
a) Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehtaan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
b) BPJS kesehatan merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
c) Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing (WNA) yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia dan telah membayar iuran.
d) Iuran jaminan kesehatan ialah sejumlah uang yang dibayar oleh peserta, pemberi kerja, atau pemerintah untuk program jaminan kesehatan.
e) Penerima bantuan iuran kesehatan (PBI) adalah fakir miskin dan orang tidak mampu.
f) Manfaat jaminan sosial yang telah menjadi hak peserta atau anggota keluarganya. 
g) Fasilitas kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunkan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.
c. Kepesertaan BPJS Kesehatan
Penyelenggaraan BPJS kesehatan nasional meliputi: Kepesertaan, Iuran kepesertaan, Penyelenggara pelayanan kesehatan, Kendali mutu dan kendali biaya, Pelaporan dan utilization review. Kepesertaan jaminanan kesehatan meliputi: Peserta, Pendaftaran peserta, Verifikasi dan identifikasi peserta, Hak dan kewajiba peserta, Perubahan data dan status peserta. Peserta jaminan kesehatan terdiri atas (Tim Visi Yustisia, 2014):

a) Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)
Peserta PBI jaminan kesehatan terdiri atas: orang yang tergolong fakir miskin dan tidak mampu, 
b) Peserta bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) 
Peserta bukan PBI jaminan kesehatan terdiri atas: pekerja menerima upah beserta anggota keluarganya termasuk WNA yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia (seperti: PNS, TNI, Polri, Pejabat negara, pegawai Pemerintah Non PNS), pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya termasuk WNA yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, bukan pekerja dan anggota keluarganya (seperti: pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri, pekerja yang tidak termasuk penerima upah).
d. Prinsip-Prinsip BPJS Kesehatan
a) Prinsip Kegotongroyongan
Gotongroyong sesungguhnya sudah menjadi salah satu prinsip dalam hidup bermasyarakat dan juga merupakan salah satu akar dalam kebudayaan kita. 
b) Prinsip Nirlaba. Pengelolaan dana amanat oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah nirlaba bukan untuk mencari laba (for profit oriented). Sebaliknya, tujuan utama adalah untuk memenuhi sebesar-besarnya kepentingan peserta. Dana yang dikumpulkan dari masyarakat adalah dana amanat, sehingga hasil pengembangannya, akan di manfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta.
c) Prinsip Probabilitas. Prinsip portabilitas jaminan sosial dimaksudkan untuk memberikan jaminan yang berkelanjutan kepada peserta sekalipun mereka berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d) Prinsip Kepesertaan bersifat wajib. Kepesertaan wajib dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi peserta sehingga dapat terlindungi. Meskipun kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh rakyat, penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat dan pemerintah serta kelayakan penyelenggaraan program. 
e) Prinsip dana amanat. Dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan dana titipan kepada badan-badan penyelenggara untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan peserta
f) Prinsip hasil Pengelolaan Dana Jaminan Sosial, dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta (Tim Visi Yustisia, 2014).
e. Hak dan Kewajiban Peserta
Adapun hak dan kewajiban peserta (Tim Visi Yustisia, 2014) sebagai berikut:

a) Hak Peserta
1) Setiap Peserta yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan berhak mendapatkan  dentitas Peserta 
2) Mendapatkanpelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan 
b) Kewajiban Peserta
1) Setiap Peserta yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan berkewajiban untuk membayar iuran dan
2) Melaporkan data kepesertaannya kepada BPJS Kesehatan dengan menunjukkan identitas Peserta pada saat pindah domisili dan atau pindah kerja. 
f. Manfaat BPJS Kesehatan
Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu manfaat medis berupa pelayanan kesehatan dan manfaat non medis meliputi akomodasi dan ambulans. Ambulans hanya diberikan untuk pasien rujukan dari Fasilitas Kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan (BPJS Kesehatan, 2017).
Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis. Manfaat pelayanan promotif dan preventif meliputi (Tim Visi Yustisia, 2014) pemberian pelayanan: 

a) Penyuluhan kesehatan perorangan, meliputi paling sedikit penyuluhan mengenai pengelolaan faktor risiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat. 
b) Imunisasi dasar, meliputi Baccile Calmett Guerin (BCG), Difteri Pertusis Tetanus dan HepatitisB (DPTHB), Polio, dan Campak. 
c) Keluarga berencana, meliputi konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi, dan tubektomi bekerja sama dengan lembaga yang membidangi keluarga berencana. Vaksin untuk imunisasi dasar dan alat kontrasepsi dasar disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. 
d) Skrining kesehatan, diberikan secara selektif yang ditujukan untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan dari risiko penyakit tertentu.
g. Pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan
a) Pelayanan kesehatan yang dijamin
Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan meliputi pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap yang mencakup pelayanan administrasi, pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan subspesialis, tindakan medis spesialistik (baik bedah maupun non bedah sesuai dengan indikasi medis), pelayanan obat dan bahan medis habis pakai, pelayanan kesehatan,  pelayanan penunjang diagnostik, rehabilitasi medis, pelayanan darah, pelayanan kedokteran forensik klinik, pelayanan jenazah (BPJS Kesehatan, 2017).
b) Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin
JKN bersifat comprehensif namun masih ada yang dibatasi seperti yaitu kaca mata, alat bantu dengar (hearing aid), alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda dan korset). Sedangkan yang tidak dijamin meliputi: peserta yang tidak sesuai prosedur, pelayanan diluar faskes yangg bekerjasama dengan BPJS, pelayanan bertujuan kosmetik, general check up, pengobatan alternative, pengobatan untuk mendapatkan keturunan, pengobatan Impotensi, pelayanan kesehatan pada saat bencana, pasien bunuh diri /penyakit yang timbul akibat kesengajaan untuk menyiksa diri sendiri/ bunuh diri/narkoba (BPJS Kesehatan, 2017).
h. Keanggotaan Masyarakat Dalam Jaminan Kesehatan Nasional
Dalam penggunaan BPJS Kesehatan keanggotaan masyarakat dapat ditunjukan dengan menjadi anggota BPJS Kesehatan. Sesuai Undang-undang Jaminan Kesehatan Nasional bahwa semua warga negara wajib terdaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan. Keanggotaan BPJS Kesehatan dapat ditunjukan sebagai anggota PBI (penerima bantuan iuran) maupun Non PBI (penerima bantuan iuran). Menurut Undang-undang Jaminan Kesehatan Nasional berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia pada BAB VII keanggotaan masyarakat diatur dalam peraturan mengenai peran serta masyarakat disebutkan dalam (Yustisia, 2014):
a) Pasal 13
Peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan cara memberikan data yang benar dan akurat tentang PBI (penerima bantuan iuran) Jaminan Kesehatan, baik diminta maupun tidak diminta
b) Pasal 14
Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 didampaikan melalui unit pengaduan masyarakat di setiap pemerintah daerah, yang ditunjuk oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan.
i. Isu Keanggotaan BPJS Kesehatan
Banyak pemberitaan yang kita temui mengenai isu BPJS, ada yang menerima begitu saja, ada yang menolak, dan ada yang acuh begitu saja. Seperti yang telah kita ketahui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, BPJS merupakan badan hukum nirlaba (BPJS Kesehatan, 2017). Menurut Wahyuni (2018) menyatakan bahwa isu yang dijumpai di masyarakat meliputi:
a) Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011, Masyarakat transformasi PT Askes dan PT Jamsostek menjadi BPJS dilakukan secara bertahap.
b) Pelaksan keanggotaa BPJS masih saja seperti lembaga jaminan sebelumnya, itu tidak akan membawa dampak yang positif, misalnya saja Bantuan penyelenggara jaminan sosial kesehatan yang sebelumnya adalah Transportasi PT Askes jika pembagiannya tidak merata ke semua warga yang kurang mampu, maka jelas BPJS ini tidak efekif untuk diterapkan.
c) Setiap peserta BPJS akan ditarik iuran yang besarnya ditentukan di kemudian. Sedangkan bagi warga miskin, iuran BPJS ditanggung pemerintah melalui program Bantuan Iuran.
d) Menjadi peserta BPJS tidak hanya wajib bagi pekerja di sektor formal, namun juga pekerja informal. Pekerja informal juga wajib menjadi anggota BPJS Kesehatan. Para pekerja wajib mendaftarkan dirinya dan membayar iuran sesuai dengan tingkatan manfaat yang diinginkan.
e) Membebani hidup rakyat khususnya kelompok menengah ke bawah. 
f) Jaminan kesehatan secara universal diharapkan bisa dimulai secara bertahap, BPJS Kesehatan akan diupayakan untuk menanggung segala jenis penyakit namun dengan melakukan upaya efisiensi.
g) Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional oleh BPJS pada 2014 diperkirakan terkendala persiapan dan infrastruktur. Misalnya, jumlah kamar rumah sakit kelas III yang masih kurang 123 ribu unit. Jumlah kamar rumah sakit kelas III saat ini tidak bisa menampung 29 juta orang miskin.
h) Banyak yang berpendapat penyelenggaraan jaminan kesehatan era BPJS Kesehatan memperlihatkan harapan baru. Memang ada beberapa pelayanan yang menunjukkan keunggulan namun masyarakat mengeluhkan sulitnya cara mengakses BPJS yang harus secara online serta melakukan pembayaran tiap bulan.
j. Perilaku Kesehatan 
Keanggotaan BPJS Kesehatan dapat dipengaruhi merupakan perilaku seseorang tentang kesehatan. Perilaku kesehatan terdiri dari 3 faktor menurut Lawrace Green dalam Notoatmodjo (2010) yaitu :
a) Faktor predesposisi (predisposissing factor) 
Adalah suatu keadaan yang dapat mempermudah dalam mempengarui individu untuk berperilaku yang terwujud dalam pengetahuan, sikap, kepercayaan, nilai-nilai, faktor demografi seperti status ekonomi, umur, jenis kelamin, tinggkat pendidikan, pengalaman.
b) Faktor pendukung (enabling factor) 
Berkaitan dengan lingkungan fisik, tersedianya sarana dan fasilitas kesehatan misalnya puskesmas, obat-obatan dan lain-lain. 
c) Faktor pendorong (reinforcing factor) 
Terwujud dalam sikap dan perilaku petugas kesehatan, atau petugas yang lain, yang merupakan kelompok referensi dari perilaku masyarakat seperti tokoh agama, tokoh masyarakat dan lain-lain.

2. Pengetahuan
a. Pengertian 
Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui penciuman manusia, yakni indra penglihatan dan pendengaran manusia, yakni indra penglihatan, pedengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagain besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga (Notoatmodjo, 2011). 
b. Tingkat Pengetahuan di dalam Domain Kognitif
Pengetahuan yang tercakup dalam domain kognitif mempunyai 6 tingkatan, yaitu:
a) Tahu (Know)
Tahu diartikan sebagai mengingat sesuatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Tahu ini merupakan tingkatan pengetahuan yang paling rendah.


b) Memahami (Comprehension) 
Memahami diartikan sebagai suatu kemapuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui, dan dapat menginterpretasikan materi secara benar.
c) Analisis (Analisis)
Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek di dialam komponen-komponen, tetapi masih di dalam suatu struktur organisasi tersebut dan masih ada kaitanya satu sama lain.
d) Sintesis (Syntesis)
Sintesis menunjukan suatu kemapuan untuk meletakan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru.
e) Evaluasi (evaluation)
Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek (Notoadmodjo, 2011).
c. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan
a) Umur 
Umur adalah lama hidup individu tentang mulai saat dilahirkan samapai berulang tahun. Semakin cukup umur maka tingkat kematangan dan kekuatan seseorang dalam berfikir dan bekerja dalam segi kepercayaan masyarakat.
b) Pengalaman 
Pengalaman adalah guru yang baik, demikian bunyi pepatah pengalaman merupakan sumber pengetahuan atau suatu cara untuk memperoleh kebenaran pengetahuan.
c) Pendidikan 
Makin tinggi tingkat pendidikan seseorang makin mudahmenerima informasi sehingga makin banyak pula pengetahuan yang dimiliki sebaiknya pendidikan yang kurang akan menghambat sikap seseorang terhadap nilai-nilai baru yang dikenalkan.
d) Lingkungan
Lingkungan adalah seluruh kondisi yang sekitar manusia dan pengaruh dan dapat mempengaruhi perkembangan dan perilaku orang atau kelompok.
e) Sumber Informasi
Informasi dapat diperoleh dirumah, disekolah, lembaga organisasi, media cetak, televisi, dan tempat pelayanan kesehatan dimana semua itu mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang.
d. Pengukuran Pengetahuan
Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket yang menanyakan tentang isi materi materi yang ingin di ukur dari subyek penelitian atau responden. Kedalaman pengetahuan yang ingin kita ketahui atau kita ukur dapat kita ukur dapat kita sesuaikan dengan tingkatan pengetahuan (Arikonto, 2010).
Kualitas pengetahuan masing-masing tingkat pengetahuan dapat dilakukan dengan kriteria, yaitu :
a) Tingkat pengetahuan kurang baik jika jawaban responden dari kuesioner yang benar ≤56%.
b) Tingkat pengetahuan baik jika jawaban responden dari kuesioner yang benar  >56%.

3. Pendidikan 
a. Konsep Pendidikan
Dalam bahasa Indonesia, pendidikan berarti proses mendidik atau melakukan suatu kegiatan yang mengandung proses komunikasi pendidikan antara yang mendidik dan yang dididik. Melalui masukan-masukan kepada peserta didik yang secara sadar akan dicerna oleh jiwa, akal maupun raganya sehingga pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotor), dan sikap (afektif) sesuai dengan yang dituju oleh pendidikan tersebut (Arif, 2009).
Dengan perkembangan zaman di dunia pendidikan yang terus berubah dengan signifikan sehingga banyak merubah pola pikir pendidik, dari pola pikir yang awam dan kaku menjadi lebih modern. Hal tersebut sangat berpengaruh dalam kemajuan pendidikan di Indonesia. Menyikapi hal tersebut pakar-pakar pendidikan mengkritisi dengan cara mengungkapkan dan teori pendidikan yang sebenarnya untuk mencapai tujuan pendidikan yang sesungguhnya ((Djoehana, 2012)
b. Tujuan Pendidikan
Tujuan pendidikan adalah menciptakan seseorang yang berkualitas dan berkarakter sehingga memiliki pandangan yang luas ke depan untuk mencapai suatu cita- cita yang di harapkan dan mampu beradaptasi secara cepat dan tepat di dalam berbagai lingkungan. Karena pendidikan itu sendiri memotivasi diri kita untuk lebih baik dalam segala aspek kehidupan (Djoehana, 2012).
Pada dasarnya pengertian pendidikan merujuk UU SISDIKNAS No.20 tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
c. Teori Pendidikan
Ada beberapah teori-teori pendidikan menurut Arif (2009) antara lain:
a) Behaviorisme
Kerangkah kerja teori pendidikan behaviorisme adalah empirisme. Asumsi filosofis dari behaviorisme adalah nature of human being (manusia tumbuh secara alami). Menurut paham ini pengetahuan pada dasarnya diperoleh dari pengalaman (empiris). Aliran behaviorisme didasarkan pada perubahan tingkah laku yang dapat diamati. Oleh karena itu aliran ini berusaha mencoba menerangkan dalam pembelajaran bagaimanah lingkungan berpengaruh terhadap perubahan tingkah laku. Dalam aliran ini tingkah laku dalam belajar akan berubah kalau ada stimulus dan respon. Stimulus dapat berupa prilaku yang diberikan pada siswa, sedangkan respons berupa perubahan tingkah laku yang terjadi pada siswa. Jadi, berdasarkan teori behaviorisme pendidikan dipengaruhi oleh lingkungan.
b) Kognitivisme.
Kerangka kerja atau dasar pemikiran dari teori pendidikan kognitivisme adalah dasarnya rasional. Teori ini memiliki asumsi filosofis yaitu the way in which we learn (Pengetahuan seseorang diperoleh berdasarkan pemikiran) inilah yang disebut dengan filosofi rationalisme. Menurut aliran ini, kita belajar disebabkan oleh kemampuan kita dalam menafsirkan peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam lingkungan. Teori kognitivisme berusaha menjelaskan dalam belajar bagaimanah orang-orang berpikir. 
Oleh karena itu dalam aliran kognitivisme lebih mementingkan proses belajar dari pada hasil belajar itu sendiri.karena menurut teori ini bahwa belajar melibatkan proses berpikir yang kompleks. Jadi, menurut teori kognitivisme pendidikan dihasilkan dari proses berpikir.
c) Konstruktivisme
Menurut teori konstruktivisme yang menjadi dasar bahwa siswa memperoleh pengetahuan adalah karena keaktifan siswa itu sendiri. Konsep pembelajaran menurut teori konstruktivisme adalah suatu proses pembelajaran yang mengkondisikan siswa untuk melakukan proses aktif membangun konsep baru, dan pengetahuan baru berdasarkan data. Oleh karena itu proses pembelajaran harus dirancang dan dikelola sedemikian rupa sehinggah mampu mendorong siswa mengorganisasi pengalamannya sendiri menjadi pengetahuan yang bermakna. 
d) Humanistik
Teori ini pada dasarnya memiliki tujuan untuk, memanusiakan manusia. Oleh karena itu proses belajar dapat dianggap berhasil apabila si pembelajar telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Dengan kata lain si pembelajar dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Tujuan utama para pendidik adalah membantu siswa untuk mengembangkan dirinya yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka.


d. Tingkat Pendidikan
Jenjang atau tingkat pendidikan yang ditempuh oleh seseorang berupa dari pendidikan sekolah dasar (SD), SMP, SMA dan perguruan tinggi. Pendidikan dapat dikategorikan menjadi
a) Pendidikan rendah jika tingkat pendidikan yang ditempuh SD-SMP
b) Pendidikan tinggi jika tingkat pendidikan yang ditempuh SMA-PT (Kemendikbud, 2012).

4. Sosial Ekonomi
a. Pengertian 
Sosial ekonomi dapat di tunjang dari pendapatan yang diperoleh dalam keluarga, merupakan hasil yang diperoleh dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari diperoleh dalam satu bulan (Dinsos, 2010).
b. Golongan Sosial ekonomi
Menurut BPS (2017) pendapatan seseorang memiliki nilai batas yang disebut UMK (upah minimum kerja) sebesar Rp. 2.168.702, pada penelitian ini golongan UMK terbagi menjadi:
1) Tinggi apabila pendapatan sejumlah ≥ Rp. 2.168.702
2) Rendah apabila pendapatan sejumlah <Rp. 2.168.702

B. Penelitian Terkait
1. Putria Carolina, Ady Fraditha, ka Paskaria (2016) judul penelitian hubungan tingkat pengetahuan dengan sikap keluarga menggunakan jaminan kesehatan nasional di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Pahandut Kota Palangka Raya. Hasil analisis hubungan tingkat pengetahuan dengan sikap keluarga menggunakan Jaminan Kesehatan Nasional menunjukan nilai (p value = 0,009 <α 0,05) artinya terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dengan sikap keluarga menggunakan Jaminan Kesehatan Nasional.
2. I.A. Putri Widhiastutil, P.P. Januraga, dan D.N. Wirawan (2015) judul penelitian hubungan persepsi manfaat dengan kepesertaan JKN secara mandiri di Puskesmas I Denpasar Timur. Hasil penelitian responden yang telah mendapat informasi tentang JKN sebanyak 89,36%. Analisis bivariat dan multivariat menunjukkan bahwa variabel yang secara signifikan berhubungan dengan kepesertaan JKN adalah persepsi responden terhadap manfaat JKN dengan adjusted OR=4,53 (95%CI: 2,15-9,55). Variabel lain seperti sosioekonomi, sosialisasi tentang JKN dan persepsi kepala rumah tangga untuk terkena suatu penyakit tidak berhubungan dengan kepesertaan JKN.
3. Muh Al Thakhrik Syah R, Muh Yusri Abadi, Sukri Palutturi (2017) judul penelitian hubungan persepsi masyarakat tentang jkn terhadap keikutsertaan menjadi peserta BPJS kesehatan di Wilayah Puskesmas Minasa UPA. Hasil penelitian dengan analisis bivariat menunjukkan bahwa variabel yang secara signifikan berhubungan dengan keikutsertaan menjadi peserta JKN adalah pengetahuan (p=0,000), kebutuhan (p=0,000), harapan (p=0,004), dan lingkungan masyarakat (p=0,002). Variabel lain seperti tampakan produk (p=0,161) tidak berhubungan dengan kepesertaan menajdi peserta JKN.

C. Kerangka Teori
	Kerangka teori adalah ringkasan dan tinjauan pustaka yang digunakan untuk mengidentifikasi variable yang akan diteliti yang berkaitan dengan konteks ilmu pengetahuan yang di gunakan untuk mengembangkan kerangka konsep penelitian (Notoadmodjo, 2010)
Kerangka teori dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Gambar 2.1
Kerangka Teori
Faktor-faktor perilaku kesehatan :
1. Faktor predesposisi (predisposissing factor): 
a. Pengetahuan
b. Sikap
c. Kepercayaan
d. Status ekonomi
e. Umur
f. Jenis kelamin
g. Tingkat pendidikan
h. Pengalaman.
2. Faktor pendukung (enabling factor): Lingkungan fisik (tersedianya sarana fasilitas kesehatan seperti puskesmas, obat-obatan)
3. Faktor Pendorong (reinforcing factor): sikap dan perilaku petugas kesehatan)
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Sumber : Notoatmodjo (2010

D. Kerangka Konsep
       Kerangka adalah merupakan abstraksi yang berbentuk oleh generlisasi dari hal-hal yang khusus. Oleh karena konsep merupakan abstraksi, maka konsep tidak dapat langsung diamati atau diukur. Konsep hanya dapat diamati melalui konstruk atau yang lebih dikenal dengan nama variabel, jadi variabel adalah simbol atau lambang yang menunjukkan nilai atau bilangan dari konsep (Notoatmodjo, 2010). Kerangka konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Gambar 2.2
Kerangka Konsep

       Variabel  Independent		          Variabel Dependent
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E. Hipotesis
Hipotesis merupakan suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap suatu permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Notoatmodjo, 2014), hipotesa dalam penelitian ini adalah :
[bookmark: _GoBack]Ha = Ada hubungan faktor pengetahuan, pendidikan dan sosial ekonomi dengan keanggotaan BPJS Kesehatan di Dusun III Desa Karang Pucung Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan tahun 2019.
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